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DAN/ATAU INSTALASI DI PERAIRAN 
 

  ABSTRAK  - Pengaturan lalu lintas kapal di alur-pelayaran dan bangunan dan/atau instalasi di 
perairan sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 
68 Tahun 2011 tentang Alur-Pelayaran di Laut, masih terdapat kekurangan dan 
belum dapat menampung perkembangan teknologi di bidang keselamatan dan 
keamanan pelayaran, sehingga perlu diganti, dan penyederhanaan perizinan 
yang efektif dan efisien pada bangunan atau instalasi di perairan sangat 
diperlkukan, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. 
 

  - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 6 Tahun 1996; 
UU No. 17 Tahun 2008; PP No. 36 Tahun 2002; PP No. 37 Tahun 2002; PP No. 61 
Tahun 2009; PP No. 5 Tahun 2010; PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 21 Tahun 2010; 
KEPPRES No. 50 Tahun 1979; KEPPRES No. 65 Tahun 1980; PERPRES No. 7 Tahun 
2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; KEPMENHUB No. 30 Tahun 2006; 
PERMENHUB No. 62 Tahun 2010; PERMENHUB No. 65 Tahun 2010; PERMENHUB 
No. 35 Tahun 2012; PERMENHUB No. 36 Tahun 2012; PERMENHUB No. 189 
Tahun 2015. 
 

  - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Alur-Pelayaran di Laut dan 
Bangunan dan/atau Instalasi di Perairan meliputi Alur-Pelayaran di Laut, 
penyelenggaraan alur-pelayaran di laut, sistem rute, tata cara berlalu lintas di 
alur pelayaran di laut, daerah labuh kapal, alur laut Kepulauan Indonesia, petugas 
alur-pelayaran, bangunan atau instalasi di perairan, zona keamanan dan 
keselamatan, penilaian resiko (risk assesment), sistem infornasi, kewajiban dan 
sanksi administrasi. 
 

 CATATAN : -  Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Oktober 2016 
dan ditetapkan tanggal 14 Oktober 2016. 
 

  -  Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungsn 
Nomor KM 94 Tahun 1999 tentang Perlindungan dan Pengamanan Sistem 
Komunikasi Kabel laut, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 
Tahun 2011 tentang Alur-Pelayaran di Laut, dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
Lampiran : 22 hlm. 

    
 


